
 

 

SALINAN 
 
 

 
 
 

BUPATI PURBALINGGA 
PROVINSI JAWA TENGAH 

 
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 

 

NOMOR  24  TAHUN  2018 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH  

KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
BUPATI PURBALINGGA, 

 

Menimbang 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Mengingat 
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: 

a. 
 

 
 
 

 
 

 

b. 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
c. 
 

 
 

 
 
 

 
1. 

 
 

2. 
 
 

 

bahwa dalam rangka pelaksanaan pemenuhan modal disetor 
di Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha 

Perwira, maka Pemerintah Kabupaten Purbalingga perlu 
menambah penyertaan modal kepada Perusahaan Daerah 
Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira Kabupaten 

Purbalingga; 
 
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (7) dan 

ayat (9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah, maka untuk melaksanakan penyertaan 

modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga kepada 
Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Artha Perwira, 
maka perlu diatur dengan Peraturan Daerah; 

 
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, dan huruf b, maka perlu menetapkan 

Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 2014 

tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan 
Lainnya; 

 
Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945 Negara 

Republik Indonesia; 
 

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan 
Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 1950 Nomor 42); 



3. 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

4. 
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8. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

9. 

 
 
 
 

 

10. 
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 

31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3790); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank 

Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3843); 
 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 
 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaga 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5234); 
 

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas 
Jasa Keuangan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 
2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5253); 
 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679) sebagaiamana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5679); 
 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 
Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan 

Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6173); 

Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 02 Tahun 
2004 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat 
Artha Perwira Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah 

Kabupaten Purbalingga Tahun 2004 Nomor 2);  
 

 
 



 

 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 04 Tahun 
2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah dan Perusahaan 
Lainnya (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 

2014 Nomor 04); 
 

 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA 
 

dan 
 

BUPATI PURBALINGGA 

 
MEMUTUSKAN  : 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH NOMOR 04 TAHUN 2014 TENTANG 
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA 

KEPADA PERUSAHAAN DAERAH DAN PERUSAHAAN LAINNYA. 

 

Pasal I 

 
Ketentuan Pasal 11 dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 

2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2014 Nomor 04)  

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 

Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya 
(Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2015 Nomor 5) 

diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 11 

 
(1) Jumlah Penyertaan Modal dari Pemerintah Daerah kepada 

Perusahaan Daerah dan Perusahaan Lainnya pada Tahun 

Anggaran 2019 adalah sebagai berikut : 

a. PD BPR BKK Purbalingga akan diberikan tambahan 

penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp2.242.000.000,00 
(dua milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah);  

b. PD BKK Karangmoncol akan diberikan tambahan 
penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp1.272.000.000,00 

(satu milyar dua ratus tujuh puluh dua juta rupiah); 

c. PT BPRS Buana Mitra Perwira akan diberikan tambahan 
penyertaan modal paling tinggi sebesar Rp500.000.000,00 

(lima ratus juta rupiah); 

 



d. Bank Jateng akan diberikan tambahan penyertaan modal 
paling tinggi sebesar Rp5.690.000.000,00 (lima milyar enam 

ratus sembilan puluh juta rupiah); 

e. PDAM akan diberikan tambahan penyertaan modal paling 

tinggi sebesar Rp11.942.000.000,00 (sebelas milyar 
sembilan ratus empat puluh dua juta rupiah); 

f. PD Owabong akan diberikan tambahan penyertaan modal 

paling tinggi sebesar Rp 4.338.000.000,00 (empat milyar 
tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah); 

g. PD BPR Artha Perwira Purbalingga akan diberikan 

tambahan penyertaan modal paling tinggi sebesar                       
Rp2.100.000.000,00 (dua milyar seratus juta rupiah).  

 

(2) Dalam hal jumlah penyertaan modal Tahun 2019 dari 
Pemerintah Daerah kepada masing-masing perusahaan daerah 
tidak mencapai jumlah paling tinggi sebagaimana ayat (1) 

maka kekurangannya dapat diakumulasikan dengan jumlah 
penyertaan modal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 

berikutnya. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran 
Daerah Kabupaten Purbalingga. 

 

Ditetapkan di Purbalingga 
pada tanggal 17 Dovember 2018            

Plt. BUPATI PURBALINGGA 

          WAKIL BUPATI, 
 

                 ttd 
 
 DYAH HAYUNING PRATIWI 

 
Diundangkan di Purbalingga 

pada tanggal 18 Desember 2018 
 
     SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN PURBALINGGA, 
 
                  ttd 

 
       WAHYU KONTARDI 

 
 
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2018 NOMOR 24 

 
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA 

TENGAH : (24/2018) 
 
 

 



 

 

PENJELASAN 
 

ATAS 
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
 

NOMOR   24  TAHUN   2018 

 
TENTANG 

 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA 
NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH 

KABUPATEN PURBALINGGA KEPADA PERUSAHAAN DAERAH  
DAN PERUSAHAAN LAINNYA 

 

I. UMUM 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dalam Pasal 71 ayat (7) disebutkan 
bahwa “Investasi Pemerintah Daerah dapat dianggarkan apabila jumlah yang 

akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam 
Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan berpedoman pada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri “.  Dan ayat (9) disebutkan bahwa dalam hal 

pemerintah daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah 
penyertaan modal yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang 
Penyertaan Modal, dilakukan perubahan Peraturan Daerah tentang Penyertaan 

Modal yang berkenaan.  

Dalam rangka pemenuhan modal disetor di PD BPR Artha Perwira, 

Pemerintah Kabupaten Purbalingga memandang perlu menambah penyertaan 
modal kepada PD BPR Artha Perwira. Untuk mendorong tercapainya tujuan PD 
BPR Artha Perwira berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi yang sehat, perlu 

memperkuat permodalan Perusahaan Daerah dengan melaksanakan penyertaan 
modal.  

Sehubungan penambahan penyertaan modal melebihi pagu yang telah 
ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyertaan 
Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga Kepada Perusahaan Daerah Dan 

Perusahaan Lainnya sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Nomor 5 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 04 
Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga 

Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya, maka perlu menetapkan 
Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 04 

Tahun 2014 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Purbalingga 
Kepada Perusahaan Daerah Dan Perusahaan Lainnya.   

 

II. PASAL DEMI PASAL  
 

Pasal   I 

        Cukup jelas. 

Pasal   II 

        Cukup jelas. 

 

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA NOMOR 70 


